
WALIKOTA PAGARALAM 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALi KOTA KOTA PAGAR ALAM 

NOMOR 4h TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

DEN GAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA PAGAR ALAM, 

Menimbang : a. bahwa daJam rangka melaksanakan ketentuan PasaJ 

3 Peraturan Daerah Kata Pagar Alam Nomor 1 tahun 

2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerin tah 

Kata berusaha untuk melindungi kesehatan 

masyarakat melalui pengendalian terhadap bahaya 

rokok; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan WaJ ikota tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kata Pagar Alam Nomor 1 Tahun 

2020 Tentang Kawasan Tan pa Rokok; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kata Pagar Alam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 



sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I Talmn 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusa t dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Talmn 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

·Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36 

Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4276); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Za t Adiktif 

Berupa Produk Tembakau Terhada p Keseha tan 

(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5380); 

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 

188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 7 Ta hun 201 I ten tang Pedoman Pelaksanaan 

Kawasan Tanpa Rokok; 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kata Pagar 

Alam Ta hun 2020 Nomor 1); 



MEMUTUSKAN : 

Menetopka n : PERATURAN WALJKOTA TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 
NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA 
ROKOK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasa l I 

Dalam Pera turan Wa likata ini yang dimaksud dengan: 

1. Kata ada lah Kata Pagar Alam. 

2. Walikata Adalah Walikata Pagar Alam. 

3 . Pemerintaha n Kata adalah Pemerintah Kata Paga r 

Alam. 

4. Perangka t Daerah yang selanjutnya disebut PD 

adalah Perangka t Daerah di Lingkungan Ka ta Pagar 

Alam. 

5. Sa tuan Palisi Pa mang Praja yang sela njutnya 

dis ingka t Sa tpal PP adalah Satuan Palis i Pamang 

Praja Kata Paga r Alam. 

6 . Rakak ada lah salah satu Produk Tembakau yang 

dima ksudka n untuk dibakar dan dihisa p dan/a tau 

dihirup asa pnya, termasuk rokak kretek , rokak putih , 

cerutu, a tau bentuk la innya yang dihasilkan da ri 

tanama n Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan 

spesies la innya atau sinte tisnya yang asapnya 

mengandung ni kot in dan tar dengan atau tanpa 

bahan tamba han . 

7 . Merokok ada lah kegiata n membakar dan / a ta u 

menghisap rokok. 

8 . Perokok Aktif adalah se tiap orang ya ng secara 

langsung mcnghisap asap rokok dari rokoknya yang 

eda ng dibaka r. 

9. Perokok Pas if ada la h orang yan g bukan pcrokak 

namun terpak a menghisap asa p rokok yang 

dikclua rkan aleh perokok. 



10. Kown II Tunpn Rokok, yung selonjutnyo dising,kat 

KTR, nciolah runngnn ntau .uco yang dinyntokan 

dilAnrng untuk kegiatan mcrokok ntau kegiatun 

mcmproctuksi, mcnjunl, mcngiklnnkan, dnn/alau 

mcmpromosiknn prociuk tcmboknu . 

11. Tcmpat khusus untuk mcrokok ndalah ruangan yang 

diperuntuknn khusus untuk kegiatan merokok yang 

bcrudu di dnl m1 KTR . 

l 2. Fosilitns pclayanan kesehatan nda.lah tcmpat yang 

digumtka n untuk m nyel nggarakan upaya 

pelayirnan ke hfllan, ba ik promotif, preventif, kuratif 

rnaupun reha bilitatif yang dilakukan oleh Pemerinta h, 

p m rinta h daerah, da n/atau masyarakat. 

13 . Tcrnpnt prose b lnja r mengaja r adalah tempa t 

be rlangsungnya kegia tan belaja r mengajar alau 

pcndidiknn dan p la tihan se p rti sekolah, madrasah, 

pcrguruan tinggi, tempa t kursus, PAUD, TPA, 

temmsuk ruang p rpustakaan, rua ng praktek atau 

labora torium, museum dan sejenisnya. 

14. Tcmpat lbadah adaJah sarana untuk melaksanakan 

k gia ta n keagamaan se perti masjid, musholla, gereja, 

purn, wihara, kJenteng dan tempat ibadah lainnya. 

15. Tempat a nak bermain ada la h tempat yang 

dipcruntukkan untuk kegiatan a nak-anak sepe rti 

tem pat pcnitipan a nak, tempa t pengasuhan anak, 

tcrnpat b rmain anak-anak dan la innya. 

16 . Angkutan umurn ada la h a la t an gkuta n bagi 

masyarakat ya ng dap t b rupa k ndaraa n dara t, air 

dan uciara . 

17. Tcmpa t Kcrja adalah tiap ruanga n atau lapangan, 

tertutup atau terbukn, bergerak atau tetap dimana 

tenaga kerja b kerja , atau yang ering dimasuki 

tcnnga kerja untuk kcperluan suatu usaha. 

18. Tempat umum adaJah sarana yang dapat digunakan 

olch scluruh lapisan masyarakat untuk berbagai 

kegiatnn. 



19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat 

tertentu yang dapat dimanfaatkan bersama-sama 

untuk kegiatan masyarakat. 

20. Pegclola, pimpinan, atau penanggung jawab KTR 

adalah pihak swasta atau pemerintah yang bertugas 

mengawasi tempat yang termasuk daJam KTR. 

BAB II 

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP 

PasaJ 2 

Asas Peraturan Walikota ini adaJah untuk melindungi 

hak asasi manusia daJam mencapai derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya melalui pengendaJian terhadap 

bahaya asap rokok. 

Pasal3 

Penetapan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: 

a. memberikan perlindungan yang efektif da ri bahaya 

paparan asap rokok orang lain; 

b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari 

dampak buruk merokok ba ik langsung maupun tidak 

langsung; 

c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih clan 

sehat bagi masyarakat; 

d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; 

Pasal 4 

Prinsip penerapan KTR adalah : 

a. I 00% Kawasan Tan pa Rokok; 

b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat 

kerja tertutup; 

c. pemaparan asap rokok pada orang lain melaJui 

kegiatan merokok, atau tindakan mengijinkan 

dan/ atau membiarkan orang merokok di KTR adalah 

bertentangan dengan hukum. 



BAB Ill 

KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal 5 

KTR meliputi : 

a. fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. tempat proses belajar mengajar; 

c. tempat anak bermain; 

d . tempat ibadah; 

e. angkutan umum; 

f. fasilitas olahraga; 

g. tempa t kerja; dan 

h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan 

(seperti: Hotel, Restoran , Rumah makan , Jasa boga, 

Terminal, Pasar, Pusat perbelanjaan, Minimarket, 

Supermarket, Pertokoan, tempat Wisata, Sarana 

Olahraga; dan tempat umum lainnya). 

Pasal 6 

Fasi litas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a adalah: 

a. rumah sakit; 

b. klinik; 

c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 

d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ; 

e. tempat praktek kesehata n; 

f. apotek; dan 

g. toko obat. 

Pasal 7 

Tempa t proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf b 

adalah: 

a. sekolah; 

b. perguruan tinggi; 

c. balai pendidikan dan pelatihan; 

d. balai latihan kerja; 



e. tempat bimbingan belajar; 

f. tempat kursus; dan 

g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini 

(PUD). 

Pasa18 

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud daJam 

Pasal 5 huruf c adaJah 

a. area bermain anak; dan 

b. tempat penitipan anak. 

Pasal 9 

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 5 

huruf d adalah: 

a. masjid/mushola; 

b. gereja; 

C. pura; 

d. vihara; dan 

e. klenteng. 

Pasal 10 

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 

huruf e adalah: 

a. gedung olahraga; 

b. kolam renang; dan 

c. tempat senam. 

Pasal 11 

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf f adalah : 

a. bus umum; 

b. taxi; 

c. kendaraan wisata; 

d . angkutan anak sekolah; dan 

e. angkutan karyawan. 



Pasal 12 

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 5 

huruf g adalah: 

a. kantor pemerintah; 

b. kantor milik pribadi/swasta; dan 

c. industri/ pabrik. 

Pasal 13 

Tempa t umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf h adalah: 

a. tempat wisata; 

b. tempat hiburan 

C. hotel; 

d. restoran; 

e. kantin; 

f. hal te ; dan 

g. terminal angkutan umum. 

Pasal 14 

(1) KTR sebagajmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, 

dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok 

dan merupakan kawasan yang bebas dan asa p rokok 

hingga batas pagar terluar dari kawasan. 

(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g 

dan huruf h , dapat menyediakan tempat khusus 

untuk merokok. 

(3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a . merupaka n ruang terbuka berhubungan langsung 

dengan udara luar sehingga udara bersirkulasi 

dengan baik; 

b. terpisah dari gedung utama dan ruang lain yang 

digunakan untuk beraktifitas; 



c. jauh dari pintu masuk dan keluar; cJan 

d. jauh dari tempal orang berlalu-lalang. 

BABIV 

LARANGAN DAN KEWAJIBAN 

Pasal 15 

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR. 

(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, 

mengiklankan, menjuaJ, dan/atau membeli rokok di 

KTR. 

(3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat 

umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok. 

(4) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR 

dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, 

memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan 

menerima sponsor produk rokok. 

PasaJ 16 

Setiap orang dilarang merokok di luar KTR apa bila 

kawasan tersebut terdapat ibu hamil , anak-anak dan 

orang lanjut u sia . 

Pasal 17 

(1) Setiap Pengelola, Pimpinan atau Penanggung J awab 

KTR waj ib untuk: 

a . melakukan pengawasan internal pada pada tempat 

dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. 

b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR 

yang menjadi ta nggung jawabnya. 

c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada 

tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang 

merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk 

utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu 

dan mudah terbaca dan/atau didengar baik. 



(2) logo tunda la nrngan mcrokok scbaguimona dimakr;ud 

pad a ayat ( 1) huruf cl tercnntum d~1lam La mpi ran I 

ya ng mcrupaknn bagian tida k terpi a hkun dari 

Peraturan Walikot.£1 ini. 

BAB V 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasa l 18 

( l) Masya rakat dapa t berperan scrta aktif daJam 

mcwujudkan KTR. 

(2) Peran serta masyarakat scbagaimana dimaksud ayat 

( 1), dapat dilakukan denga n cara: 

a. Pcngawasan pela ksanaan Pera turan WaJikota ini; 

b. Pemberian bimbinga n da n penyuluhan serta 

penyebarluasan data dan / atau infonnasi dampa k 

rokok bagi kesehatan. 

Pasal 19 

( 1) Setiap orang dapa t ikut serta memberika n bimbingan 

dan penyuluhan da mpak rokok bagi kesehatan kepada 

kelua rga dan/ atau lingkungannya. 

(2) Setiap ora ng berkewajiba n ikut serta memelihara dan 

meningkatka n kuaJitas udara yang sehat dan bersih 

scrta bebas dari asap rokok. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagia n Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 20 

(l) Walikota melakuka n pembinaan seluruh KTR di 

wilayahnya. 

(2) Walikot.a mendelegasikan pembinaan KTR kepada 

Kepala PD. 



(3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh PD yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dcngan 

tempat yang dinyatakan sebagai KTR. 

(4) Pcmbinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

dioordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 21 

(1) Pembinaan pelaksanaan KTR daJam rangka 

pengembangan kemampuan masyarakat untuk 

berperilaku hidup sehat. 

(2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh PD 

bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah 

koordinasi Sekretaris Daerah. 

PasaJ 22 

Pembinaan pelaksanaan di KTR, berupa: 

a . Fasilitas; 

b. bimbingan dan/ atau penyuluhan; 

c. pemberdayaan masyarakat; dan 

d. menyiapkan petunjuk teknis. 

PasaJ 23 

Pembinaan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 22, 

dapat dilakukan oleh: 

a. masing-masing PD dengan melaksanakan berbagai 

kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan 

pelaksanaan KTR; 

b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau 

lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan; 

c. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada 

orang atau badan yang telah berjasa daJam rangka 

memotivasi membantu pelaksanaan KTR. 



Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 24 

( 1) Walikota melakuka n pengawasan terhadap Kawasan 

Tanpa Asap Rokok dan KTR. 

(2) Untuk Perangkat Daeral1 bersama-sama masyaraka t 

dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi 

kemasyakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan 

KTR. 

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawas KTR 

yang ditetapka n dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 25 

( 1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh PD yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 

tern pa t yang dinyatakan sebagai KTR. 

(2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 

a. PD yang tugas pokok dan fun gsinya di bidang 

kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR 

fasi litas pelayanan kesehatan; 

b. PD yang tugas pokok da n f ungsinya di bi dang 

pendidikan dan bidang sosial melakukan 

pengawasan terhada p KTR tempat proses belajar 

mengajar dan tempat anak bermain dan/a tau 

berkumpulnya anak-anak; 

c. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang 

kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan 

terhadap KTR tempat ibadah; 

d . PD yang tugas dan fungsinya di bidang 

perhubungan melakukan pengawasan terhadap 

KTR angkutan umum; 

c. PD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga 

melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas 

olahraga; 



f. PD yang tugas pokok dan f ungsinya di bi dang 

kctenagakerjaan melakukan pengawasan KTR 

tempat kerja; dan 

g. PD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang 

pariwisata dan bidang perhubungan melakukan 

pengawasan KTR tempat umum. 

h . PD yang tugas dan f ungsinya di bi dang ketertiban 

umum melakukan pengawasan seluruh KTR. 

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi 

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 

(enam) bulan sekali. 

Pasal 26 

( 1) Pengelola, pimpinan dan/ a tau penanggung jawab KTR 

wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR 

yang menjadi tanggungjawabnya. 

(2) Pengelola, pimpinan dan/ a tau penanggung jawab KTR 

harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD 

terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

Pasal 27 

(1) Satpol PP berkoordinasi dengan PD lainnya wajib 

melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh 

gedung di wilayah kerjanya. 

(2) Satpol PP selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan 

pcngawasan kepada Walikota. 

Pasal 28 

Pelaksanan pengawasan dan inspeksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 harus mengacu 

pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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ALPIAN MASKONI

dto

SEKRETARIS

SAMSUL BAHRI

dto

kepada pimpinan/pehanggungjawab kawasan 

dimaksud diberikan sanksi berupa pcncabutan 

izin; 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf b 

diberikan oleh WaJikota atau Pejabat yang berwenang. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan Walikota mt dengan 

penempatannya dalam Serita Kota Pagar Alam. 

Ditetapkan di Pagar Alam 

pad a tanggaJ ~9 \'A<.WI bl.f" ~J.~ 

WALIKOTA PAGAR ALAM, 

Diundangkan di Pagar Alam 
pada tanggal ~ ~Wf ~~)-

DAERAH KOTA PAGAR ALAM, 

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 
NOMOR 4(. 



LAMPIRAN I 



··· ··· ·········T~~ ····• ·· ·· J 
. ·"' - a Pe ..::gas ~ I J 

·' 
f 

'le ' .a 



dolrter, 
kamar 
hotel, dll) 

1 Ditemukan orani:! merokok di dalftm ~eduni:? 
2 Ditemllkan ruanR khusus merokok di dala m lledung 
3 Ditemu ka n tanda dilaran11: merokok di semua pintu masuk 
4 T("rcium bau asap rokok 
5 Ditemu kan asbnk dan korek aoi di dalam gedung 
6 Ditemukan punnmg rokok di dalam Redung 

Ditemukan indikasi kerjasa mo. d ngan lndu ri t mbakau dala m bentuk 
pon or, promo i, iklan rokok (misaln a : serb t, tatakan gelas, asbak, poster, 

7 soanduk, billboard dill 
Ditemukan penjua lan rokok di li_ngkungan g dung (mi alnya: sarana kesehata n, 

8 pendidjkan, pan i anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali 
restoran, pasar, toko) 

Section C 

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung: Kamert1ar 
tarnbahan 

ol.eh 
Tida Petugas 

1 Ap kah anda tahu t ntang kebijaka n KTR di Kota Pagar Alam yang melarang orang merokok di daJam gedung? Ya k 1nspelcsi 
Tida 

2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Pagar Alam ? Ya k 
Tida I 

3 Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR ha rus dilaksanakan ol h P ngelola Gedung? Ya k - Tida 
4 Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksijika tidak melaksanakan Kebiiakan KTR? Ya k 

5 Kendala apa saja ang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Palembang 
Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan. Solusi apa saia yang dapat dilakukan? Tolong scbutkan. 

1 l 

2 2 

3 3 

Section D 

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk oerbaikan (Petugas ln speksi h arus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi) 



Petugas lnspek i: Kepala Institusi/ Punpinan Pengelola Gedung 

Tandatanga n: Tandatangan: 
Nama Nama 




